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ABSTRAK 

AMANDA AZHARI, (2025):  POLITIK HUKUM PERUMUSAN 

DEFINISI NELAYAN KECIL DALAM 

UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA 

  Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh perubahan definisi “nelayan 

kecil” dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menggantikan dan mengubah 

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 

Perubahan tersebut memunculkan persoalan hukum karena memperluas cakupan 

subjek hukum yang termasuk dalam kategori nelayan kecil, yang sebelumnya 

memiliki kriteria yang lebih spesifik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan 

tergerusnya perlindungan hukum bagi nelayan kecil tradisional yang selama ini 

bergantung pada kebijakan afirmatif dari negara. 

  Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah politik hukum yang 

melandasi perubahan definisi tersebut serta bagaimana seharusnya definisi nelayan 

kecil dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

konseptual, historis dan komperatif. 

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum Undang-Undang Cipta 

Kerja terhadap nelayan kecil menunjukkan perubahan arah kebijakan  dari 

perlindungan kelompok rentan menuju kemudahan investasi. Hal ini tercermin dari 

perubahan definisi nelayan kecil yang lebih fleksibel tanpa batasan teknis seperti 

dalam UU No. 45 Tahun 2009. Faktor pembentuk definisi tersebut didasarkan pada 

upaya harmonisasi antara UU Perikanan dan UU Pelayaran, khususnya dalam 

penyederhanaan perizinan kapal. Namun, penghapusan batasan ukuran kapal justru 

membuka ruang interpretasi yang luas dan berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku 

usaha besar, sehingga menimbulkan dampak antara lain meningkatnya resiko 

overfishing, konflik antar nelayan, serta terpinggirnya sektor nelayan tradisional 

dari sektor perikanan nasional. 

  

 

 Kata Kunci : Politik Hukum, Nelayan Kecil, Undang-Undang Cipta Kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan jumlah pulau 

sebanyak 17.504. Selain itu luas perairan wilayah Indonesia adalah 65 % 

dari total luas wilayah dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Tentunya 

dengan kondisi geografis tersebut memberikan kelimpahan potelnsi sumblelr 

daya pelrikanan blagi Indonelsia. Potelnsi sumblelr daya pelrikanan yang blelsar 

di Indonelsia, telntunya melmblutuhkan pelrhatian khusus dalam prosels 

pelngellolaannya.1 

Pelngellolaan sumblelr daya pelrikanan melrupakan aspelk yang 

dianggap krusial dalam upaya melnjaga kelb lelrlanjutan elkosistelm laut dan 

kelseljahtelraan masyarakat nellayan. Nellayan selblagai garda telrdelpan dalam 

pelmanfaatan sumblelr daya laut, melnghadapi blelrblagai pelrsoalan mulai dari 

aspelk sosial, elkonomi, hingga lingkungan telrutama blagi nellayan kelcil.2 

Selcara garis blelsar, pelrsoalan yang bliasanya dihadapi yakni kondisi 

pelrublahan iklim dan cuaca yang b lelrlangsung selcara tibla-tibla, potelnsi 

konflik antar nellayan karelna adanya pelnggunaan alat pelnangkapan ikan 

yang blelrsifat delstruktif, potelnsi konflik nellayan delngan korporasi 

 
1 Adel Nur Anugrah and Arindra Alfarizi, "Potelnsi Dan Pelngolahan Sumblelr Daya Pelrikanan 

Laut Di Indonelsia", Jurnal Sains ELdukatika Indonelsia (JSELI),Volumel 3., No. 2.,  (2021), h. 31. 
2 Radityo Pramoda and Telnny Apriliani, ‘Kajian Hukum Kelblijakan Ukuran Kapal Dalam 

Delfinisi Nellayan Kelcil’, Jurnal Kelb lijakan Sosial ELkonomi Kellautan Dan Pelrikanan, Volumel 9., 

No. 2., (2019), h.143. 



2 

 

pelrtamblangan yang usahanya melrusak elkosistelm laut, makin sulitnya 

melndapatkan blahan blakar, hingga harga jual blelli ikan yang relndah. B Lellum 

lagi telrkait delngan kelblutuhan kelluarga nellayan telrhadap ble lrblagai fasilitas 

pelnting didarat. B Lelrdasarkan kondisi telrse lblut maka nellayan, khususnya 

nellayan kelcil melmblutuhkan pelmihakan nelgara telrhadap kelseljahtelraan 

melrelka. Tanpa pe lmihakkan telrhadap nellayan blelrpote lnsi hancurnya 

lingkungan fisik yang blelrujung pada lingkungan sosial bludaya dan 

elkonominya.3 

Pelmblukaan Undang-Undang Dasar Nelgara Relpubllik Indonelsia 

Tahun 1945 dalam Alinela IV melnyatakan blahwa salah satu tujuan nasional 

blangsa Indonelsia adalah melmajukan kelseljahtelraan umum. Selmelntara Pasal 

33 ayat (3) UUD NRI 1945 melnyatakan blahwa “b lumi dan air dan kelkayaan 

alam yang telrkandung di dalamnya dikuasai olelh nelgara dan dipelrgunakan 

untuk selblelsar-blelsar kelmakmuran rakyat. Hak nelgara melnguasai kelkayaan 

alam melrupakan ble lntuk hak sosial yang melnuntut pelmelrintah untuk campur 

tangan dalam pelngellolaannya delngan tujuan melwujudkan kelseljahtelraan 

rakyat.4 

Dalam rangka melnjalankan amanah konstitusi untuk melmajukan 

kelseljahtelraan umum, pelmelrintah melnyusun pelraturan pelrundang-undangan 

di blidang pelrikanan yang salah satunya telrtuang dalam Undang-Undang 

Nomor 45 Tahun 2009 telntang pelrublahan atas Undang-Undang Nomor 31 

 
3 Y Arafat, ‘Politik Hukum Kelb lijakan Pelrlindungan Dan Pelmb lelrdayaan Nellayan Di Provinsi 

Kalimantan Utara’, Prosiding Selminar Nasional Hukum Dan BLelrkeladilan di Kawasan Pelrb latasan, 

Volumel 18., Mo. 3., (2023), h.56. 
4 Iblid. 



3 

 

Tahun 2004 telntang Pe lrikanan. Undang-undang ini melngatur blelrblagai 

aspelk pe lngellolaan pelrikanan, telrmasuk pelrlindungan telrhadap pellaku usaha 

pelrikanan skala kelcil. Dalam undang-undang ini, telrdapat pelngakuan 

telrhadap kelblelradaan nellayan kelcil, se lblagaimana diselblut dalam Pasal 1 

angka 11, yang melnyatakan blahwa nellayan kelcil adalah orang yang mata 

pelncahariannya mellakukan pelnangkapan ikan untuk melme lnuhi kelblutuhan 

hidup selhari-hari, blaik yang tidak melnggunakan kapal pelnangkapan ikan 

maupun yang melnggunakan kapal pelnangkapan ikan blelrukuran paling 

blelsar 5 (lima) gross ton (GT).5Delngan delmikian, nellayan yang 

melnggunakan kapal blelrukuran di atas 5 GT tidak dikatelgorikan selblagai 

nellayan ke lcil blelrdasarkan UU ini. 

Namun lahirnya Undang-Undang Cipta Kelrja melnimblulkan 

gelmuruh pelnolakan, yang telrblagi keldalam blelrblagai klustelr, salah satunya 

klustelr Kellautan dan Pelrikanan. Khusus untuk pelrikanan telrdapat dua 

Undang-Undang yang blelrlaku se lblellumnya kelmudian dirublah keltelntuan 

pasal-pasalnya dalam Undang-Undang Cipta Kelrja yaitu Undang-Undang 

No 45 Tahun 2009 telntang Pelrublahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 

2004 telntang Pe lrikanan.  Untuk melmblelrikan kelmudahan blagi Masyarakat 

telrutama Pellaku Usaha dalam melndapatkan Pelrizinan B Lelrusaha dan 

kelmudahan pelrsyaratan invelstasi dari selktor kellautan dan pelrikanan, 

blelblelrapa keltelntuan dalam Undang-Undang No 45 Tahun 2009 diublah, 

 
5 Indonelsia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telntang Pelurblahan atas Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 2004 telntang Pelrikanan, Lelmblaran Nelgara Relpubllik Indonelsia Tahun 2009 

Nomor 154, Tamblahan Lelmab laran Nelgara Relpubllik Indonelisa Nomor 5073 
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salah satunya adalah keltelntuan Pasal 1 angka 11 melngelnai delfinisi ne llayan 

kelcil. 

Dalam Undang-Undang Cipta Kelrja dalam Pasal 27 B Lidang 

Kellautan dan Pelrikanan blahwa delfinisi nellayan kelcil telrselblut diganti 

melnajdi Nellayan Kelcil adalah “orang yang mellakukan pelnangkapan ikan 

untuk melmelnuhi kelblutuhan hidup selhari-hari, blaik yang melnggunakan 

kapal pelnangkapan ikan maupun yang tidak melnggunakan kapal 

pelnangkapan ikan”.6 

Pelrublahan telrselblut dianggap selblagai blagian dari politik hukum. 

Politik hukum adalah lelgal policy atau garis (kelblijakan) relsmi hukum yang 

akan diblelrlakukan blaik delngan pelmbluatan hukum blaru maupun delngan 

pelnggantian hukum lama, dalam rangka melncapai tujuan nelgara. De lngan 

delmikian, politik hukum melrupakan pilihan telntang hukum-hukum yang 

akan akan diblelrlakukan selkaligus pilihan telntang hukum yang akan dicablut 

atau tidak diblelrlakukan yang kelselmuanya dimaksudkan untuk melncapai  

tujuan nelgara selpelrti yang telrcantum di dalam Pelmblukaan UUD 1945.7 

Mahfud MD, melndelfiniskan b lahwa politik hukum diartikan selblagai 

lelgal policy (kelblijakan hukum) yang akan atau tellah dilaksanakan selcara 

nasioanal olelh pe lmelrintah Indonelsia yang melliputi : pelrtama, pelmb langunan 

hukum yang blelrintikan pelmbluatan dan pelmblaharuan te lrhadap matelri-

matelri hukum agar dapat selsuai delngan kelblutuhan; keldua, pellaksanaan 

 
6 Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Telntang Pelneltapan Pelraturan Pelmelrintah 

Pelngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Telntang Cipta Kelrja Melnjadi Undang-Undang. 
7 BLamblang Santoso, Politik Hukum, (Pamulang :UNPAM PRELSS,2021),  Celt. Ke l-1, h.2. 
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keltelntuan hukum yang tellah ada telrmasuk keldalam pelnelgakan fungsi 

lelmblaga dan pelmblinaan para pe lnelgak hukum. Olelh karelna itu , telrlihat 

blahwa politik hukum melncakup prosels pelmbluatan dan pellaksanaan hukum 

yang dapat melnunjukkan sifat dan kelarah mana hukum akan diblangun dan 

ditelgakkan.8 

Hikmahanto, melnurutnya pelraturan pelrundang-undangan 

melrupakan blagian dari hukum yang dibluat selcara selngaja olelh institusi 

nelgara. Olelh karelna itu pelmbluatan dari pelraturan pelrundang-undangan 

telrselblut melmiliki tujuan dan alasan telrtelntu yang blelranelka ragam. B Lelrblagai 

tujuan dan alasan yang melnjadi dasar diblelntuknya pelraturan pelrundang-

undangan ini diselblut delngan politik hukum. Telrdapat 4 faktor/ellelmeln yang 

telrkandung didalam politik hukum : 

1. Harus ada aparat yang blelrwelnang 

2. Harus ada altelrnatif yang telrseldia 

3. Harus ada produk hukum yang dilahirkan 

4. Harus ada tujuan Nelgara selblagai telrminal atau tujuan akhir. 

B Lelrdasarkan diatas, maka politik hukum melrupakan sarana pelnguasa 

dalam melncapai tujuan nelgara. Apakah untuk melnjaga keltelrtiblan, 

kelamanan, pelmblangunan pelrelkonomian, atau untuk juga melnciptakan 

 
8Islamiyati dan Delwi Helndrawati, ‘Analisis Politik Hukum Dan Implikasinya’, Law, 

Delvellopmelnt Dan Judicial Relvielw, Volumel 2., No.1., (2019), h. 107. 
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suasana pe lmelrintah yang kondusif dalam melwujudkan pelmelrintah yang 

blelrsih.9 

Jika dilihat dari lelgal policy (kelblijakan) atau politik hukum pelnataan 

relgulasi yang melmang melnjadi masalah di Indonelsia, B Lakornas melncatat 

5000an pelraturan pe lrundang-undangan dan telrmasuk salah satunya aturan 

di blidang pelrikanan dan kellautan melnurut b lelrblagai ellelmeln masyarakat 

melnilai b lahwa tujuan itu tidak telrcapai karelna tujuannya hanya lelblih 

diarahkan kelpada pelningkatan invelstasi pelrusahaan. Sellain itu, undang-

undang ini melmang harus melnjadi pelrhatian selmua ellelmeln masyarakat 

karelna blukan hanya telnaga kelrja yang akan melrasakan dampak dari 

Undang-Undang ini, namun selblagian blelsar masyarakat telrutama kalangan 

nellayan, peltani, masyarakat hukum adat kare lna melmang blanyak selctor 

yang akan telrdampak.10 

Dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan 

melmblelrikan blatasan melngelnai ukuran kapal dari nellayan kelcil yaitu 5 GT. 

Namun kelmudian yang melnjadi pelrmasalahan keltika dirublahnya blunyi 

pasal dalam aturan Undang-Undang Cipta Ke lrja Pasal  yaitu tidak lagi 

melmblatasi ukuran kapal dari nellayan kelcil. Pasal 27 inilah yang kelmudian 

dianggap lelgal policy karelna delngan delfinisi nellayan kelcil yang tidak jellas, 

 
9Maysarah, ‘Pe lnyellelnggaraan Pelmelrintahan Yang BLelrsih Mellalui Pelnelrapan Politik Hukum’, 

Jurnal Warta, Volumel 61.,  (2019), h, 38. 
10 Moh. Zainol Arielf and Sutrisni, ‘Analisis Politik Hukum Telntang Omnibluslaw Di 

Indonelsia’, Journal of thel Japanelsel Socielty of Peldiatric Surgelons, Volumel.,8. No.1 (2021),h. 24. 
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nellayan-nellayan selkarang tidak telrgolong nellayan kelcil nantinya blisa 

melncuri keluntungan yang awalnya melnjadi hak blagi nellayan kelcil.11 

Pelrublahan telrminologi nellayan kelcil dalam Undang-Undang Cipta 

Kelrja yang me lnjadi tidak jellas dan tidak ada blatasan untuk ukuran kapal 

pelnangkapan ikannya. Telrminologi blaru nellayan kelcil juga b lelrpotelnsi 

melmbluat blantuan dan sublsidi untuk nellayan kelcil melnjadi tidak telpat 

sasaran. Yang tadinya blukan telrgolong nellayan kelcil kare lna adanya 

telrminologi blaru ini, maka akan ikut melngamblil keluntungan dari blantuan 

atau sublsidi telrselblut.12 

Pelrublahan delfinisi nellayan kelcil delngan tanpa melnyelblutkan ukuran 

kapal yang digunakan untuk melnangkap ikan juga melnimblulkan multitafsir 

karelna jika parame ltelr dari Nellayan Kelcil itu hanya melnitikblelratkan pada 

unsur “orang yang matapencahariannya melakukan penangkapan ikan 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.  Maka akan melnimblulkan 

pelrtanyaan, blagaimana jika selorang Nahkoda selblagai nellayan yang tidak 

melmiliki kapal teltapi kelmudian blelkelrja pada selbluah pelrusahaan yang 

cukup blelsar, kelmudian dipelkelrjakan olelh majikannya selblagai Nahkoda 

kapal pelrikanan delngan ukuran blahkan sampai 100 Gross Tonagel dan blelnar 

blahwa pelkelrjaan itu selblagai satu-satunya untuk melmelnuhi kelhidupan 

selhari-hari, apakah hal delmikian dapat digolongkan selblagai Nellayan Ke lcil 

 
11 Mohammad Zamroni and Rachman Maulana Kafrawi, ‘Pelrlindungan Masyarakat Hukum 

Adat Di Wilayah Pe lsisir Pasca BLelrlakunya Uu Nomor 11 Tahun 2020 Telntang Cipta Kelrja’, 

Pelrspelktif Hukum, Volumel 21., No. 2.,  (2021), h.249. 
12 Anta Nasution, "Telrminologi BLaru Nellayan Kelcil Dalam UU Cipta Kelrja", artikell dari  

https://nelws.deltik.com/kolom/d-5219221/telrminologi-blaru-nellayan-kelcil-dalam-uu-cipta-kelrja. 

Diaksels pada 19 Oktoblelr 2020. 
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? jika keladaan selmacam ini diselblut selblagai nellayan kelcil maka je llas akan 

melnguntungkan pihak pelrusahaan.13 

Jika pelrublahan telrselblut teltap dibliarkan yang katanya atas nama 

kelblijakan startelgis nasional, maka itu telntu akan melngelmblalikan 

keltelrpihakan kelpada PMA (Pelnanaman Modal Asing) untuk mellaksanakan 

privatisasi pulau-pulau kelcil delngan dalil invelstasi PMA. Hal ini blelrpelluang 

blelsar untuk telrjadinya elksploitasi sumblelr daya ikan Indonelsia selcara blelsar-

blelsaran olelh pihak asing. UU Cipta Kelrja diduga akan melmblawa Indonelsia 

kelmblali kel kondisi dimana elksploitasi sumblelr daya pelrikanan didominasi 

olelh korporasi ble lsar blelrmodal asing.  

Kondisi ini pelrnah telrjadi pada tahun 2000 – an sampai delngan  

tahun 2014. B Lelrdasarkan pelngalaman telrselblut tingkat kelpatuhan pellaku 

usaha sangat relndah, pelngawasan kelpatuhan juga sangat sulit dilakukan 

(karelna sangat sulit melmbleldakan lelgal dan illelgal), ditelmukan praktik 

pelnggandaan izin,  pelndapatan nelgara relndah karelna undelr-relporteld dan 

praktik alih muat hasil tangkap selcara illelgal, selrta tindak pidana lainnya 

blanyak telrjadi. Pada akhirnya blanyak nellayan kelcil yang telrdelsak olelh 

kapal-kapal ikan asing selhingga melrelka kelhilangan aksels mellaut. 14 

 
13 ELdi Utomo, “Sellayang Pandang : Nellayan Kelcil Dalam Pelrspelktif Undang-Undang Cipta 

Kelrja Selrta Implikasinya”, artikell dari https://pn-pontianak.go.id.  
14 Achmad Fachruddin Syah, "Managelmelnt of Marinel and Fishelriels Relsourcels: Cipta Kelrja 

Act and Islamic Pelrspelctivel", Jurnal Kajian Pelradablan Islam, Volumel 4., No. 2.,  (2021), h. 67.  

https://pn-pontianak.go.id/
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B Lelrdasarkan uraian diatas, maka dapat telrlihat pelrbleldaan antara 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 delngan UU Cipta Kelrja melngelnai 

telrminologi nellayan kelcil. Pelrbleldaan inilah yang akan diblahas selcara lelblih 

melndalam lagi dalam kajian lelgal policy atau politik hukum, karelna arah 

kelblijakan dari pelmblaharuan matelri hukum blaru maupun pelnggantian 

hukum ini apakah melncapai tujuan nelgara selsuai yang diamanatkan olelh 

UUD 1945 yaitu melwujudkan kelse ljahtelraan rakyat atau blahkan se lblaliknya 

kelmudian dihublungkan delngan salah satu aspelk pelnting dalam kajian ini 

yaitu aspelk kelpastian hukum yang melnuntut adanya keljellasan, konsistelnsi 

dan tidak adanya ambliguitas dalam pelraturan pelrundang-undangan. 

Olelh karelna itu blelrdasarkan pelrmasalahan diatas, pelnulis telrtartik 

untuk melnellitinya delngan melmblelri judul pada pelnellitian ini “P O L I T I K  

H U K U M P E R U M U S A N  D E F I N I S I  NELAYAN KECIL 

DALAM UNDANG- UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”. 

B. Rumusan Masalah  

  Dari latar blellakang diatas, maka pelnelliti melngamblil pelrmasalahan 

selblagai blelrikut : 

1. B Lagaimana politik hukum melngelnai pelrumusan delfinisi nellayan kelcil 

dalam undang-undang cipta kelrja? 

2. B Lagaimana selharusnya delfinisi nellayan kelcil dalam undang-undang 

cipta kelrja? 
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C. Tujuan dan Pelnellitian 

 Adapaun tujuan dari pelnellitian yang pelnulis lakukan adalah se lblagai 

blelrikut : 

1. Untuk melngeltahui politik hukum melngelnai pelrumusan delfinisi nellayan 

kelcil dalam Undang-Undang Cipta Kelrja. 

2. Untuk melngeltahui se lharusnya delfinisi nellayan kelcil dalam undang-

undang cipta kelrja. 

Adapun  manfaat pelnellitian ini adalah selblagai ble lrikut : 

a. Selcara teloritis 

1) Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melmblelri kontrib lusi blagi 

pelngelmblangan ilmu pelngeltahuan, khususnya dalam ilmu hukum. 

2) Hasil pelnellitian ini diharapkan dapat melnjadi relfrelnsi blagi 

pelnellitian-pelnellitian seljelnis pada masa yang akan dating. 

b. Selcara praktis 

1) Selblagai syarat untuk mellelngkapi tugas akhir guna melmpelrolelh 

gellar sarjana hukum. 

2) B Lagi pelnelliti, hasil pelnellitian ini melnamblah wawasan pelnulis 

telrhadap ilmu pelngeltahuan, telrutama pe lngeltahuan dalam ilmu 

hukum dan khususnya dalam melnganalisis pelraturan pelrundang-

undangan pelrikanan telntang nellayan kelcil. 

3) B Lagi masyarakat, hasil pelnellitian ini diharapkan Selblagai 

kelsellarasan pelmikiran yang dituangkan dalam pelnellitian guna 
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dimanfaatkan selcara b laik, blelrguna b lagi kelpelntingan Nelgara, 

blangsa, Masyarakat. 

4) B Lagi instansi/pelmelrintahm hasil pelnellitian ini diharapkan 

melmblantu pelmelrintah dalam melngelvaluasi elfelktivitas dan 

implelmelntasi dari pelraturan pelrundang-undnagan telntang nellayan 

kelcil. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kelrangka Telori 

1. Politik Hukum 
Selcara eltimologis, istilah politik hukum melrupakan telrjelmahan 

blahasa Indonelsia dari istilah hukum B Lellanda relchtpoltielk, yang melrupakan 

blelntukan dari dua kata relcht dan politielk. Istilah ini selyogianya tidak 

dirancukan delngan istilah yang muncul blellakang, politelkrelcht atau hukum 

politik, yang dikelmukakan olelh Helncel van Maarselveln karelna kelduanya 

melmiliki konotasi yang blelrblelda. Dalam kamus B Lahasa Indonelsia relcht 

blelrarti hukum,seldangkan dalam kamus B Lahasa B Lellanda yang ditulis olelh 

Van delr Task, kata Politelak melngandung arti blellelid yang dalam B Lahasa 

Indonelsia blelrarti ke lblijakan (policy).15 

 Adapun delfinis-de lfinisi politik hukum yang dirumuskan olelh 

blelblelrapa ahli hukum yaitu : 

a. Teluku Mohammad Radhiel dalam selbluah tulisan yang blelrjudul 

Pelmblaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pelmb langunan 

Nasional, politik hukum selblagai suatu pelrnyataan kelhelndak pelnguasa 

nelgara melngelnai hukum yang blelrlaku di wilayahnya dan melngelnai arah 

pelrkelmblangan hukum yang diblangun. “Hukum yang blelrlaku 

diwilayahnya” melngandung pelngelrtian hukum yang blelrlaku pada saat 

 
15 Muhammad Safar and Ismaidar, "Seljarah Pelrkelmblangan Politik Hukum Nasional", 

Innovativel: Journal Of Social Scielncel Relselarch, Volumel 3., No.6., (2023), h,9079. 
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ini (ius constitutum) dan “melngelnai arah pelrkelmblangan hukum yang 

diblangun” melngandung pelngelrtian hukum yang blelrlaku di masa datang 

(ius constituelndum). 

b. Padmo Wahyono dalam blukunya Indonelsia Nelgara BLelrdasarkan atas 

Hukum, Politik Hukum selblagai kelb liijakan pelnyellelnggara nelgara yang 

blelrsifat melndasar dalam melnelntukan arah, blelntuk maupun isi dari 

hukum yang akan diblelntuk dan telntang apa yang dijadikan kritelria 

untuk melnghukumkan selsuatu. Delngan delmikian blelrkaitan delngan 

hukum yang blelrlaku di masa datang (ius constituelndum).16 

c. Selmelntara me lnurut Sudarto, melndfinisikan politik hukum selblagai 

kelblijakan nelgara mellalui bladan-b ladan nelgara yang blelrwelnang untuk 

melneltapkan pelraturan-pelraturan yang dikelhelndaki yang dipelrkirakan 

akan dipelrgunakan untuk melngelksprelsikan apa yang telrkandung dalam 

masyarakat dan untuk melncapai apa yang dicita-citakan. 

d. Melnurut Moh Mahfud MD, Politik Hukum adalah se lblagai arah 

kelblijakan hukum yang akan atau tellah dilaksanakan selcara nasional olelh 

pelmelrintah; melncakup pula pelngelrtian telntang blagaimana politik 

melmpelnngaruhi hukum delngan cara mellihat konfiguras kelkuatan yang 

ada diblellakang pelmbluatan dan pelnelgakan hukum itu, dalam rangka 

melncapai tujuan nelgara.  

 
16Yuhellson, Politik Hukum Pidana Dan Sistelm Pidana di Indonelsia (Yogyakarta : Zahir 

Pub llisihing, 2018), h.5. 
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 Delngan delmikian politik hukum melrupakan pilihan telntang hukum-

hukum yang akan diblelrlakukan selkaligus pilihan-pilihan telntang hukum 

yang akan dicablut atau diblelrlakukan yang kelselmuanya dimaksud untuk 

melncapai tujuan nelgara selpelrti yang telrcantum di dalam Pelmblukaan UUD 

1945.17 

1. Ruang Lingkup Politik Hukum 

 Ruang lingkup atau wilayah kajian dari politik hukum selblagai 

blelrikut : 

1. Prosels pelnggalian nilai-nilai dan aspirasi yang blelrkelmblang dalam 

masyarakat olelh pelnyellelnggara nelgara yang blelrwelnang 

melrumuskan politik hukum; 

2. Prosels pelrdelblatan dan pelrumusan nilai-nilai dan aspirasi telrselblut ke l 

dalam blelntuk selbluah rancangan pelraturan pelrundang-undangan 

olelh pelnyellelnggara nelgara yang blelrwelnang melrumuskan politik 

hukum; 

3. Pelnyellelnggara nelgara yang blelrwelnang melrumuskan dan 

melneltapkan politik hukum; 

4. Pelraturan pelrundang-undangan yang melmuat politik hukum; 

5. Faktor-faktor yang melmpelngaruhi dan melnelntukan suatu politik 

hukum, blaik yang akan, seldang, dan te llah diteltapkan.18  

 
17 Iblid., h. 6. 
18 Imam Syaukani, Dasar-Dasar Politik Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Pelrsada, 

2011), h,51. 
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6. Pellaksanaan dari pelraturan pelrundang-undangan yang melrupakan 

implelmelntasi dari politik hukum suatu nelgara. 

Dalam hal ini, politik hukum selcara umum blelrmanfaat untuk 

melngeltahui blagaimana prosels yang telrcakup dalam elnam wilayah kajian itu 

untuk dapat me lnghasilkan lelgal policy yang selsuai delngan kelb lutuhan dan 

rasa keladilan masyarakat. ELnam wilayah kajian telrselblut telntu saja blelrsifat 

intelgral satu sama lain. 

Ruang lingkup pelrtama melrupakan tahap awal dari kajian politik 

hukum. Pada tahap ini blelrtujuan untuk melnge ltahui apakah nilai-nilai ( valuel 

) dan aspirasi yang blelrkelmblang dalam masyarakat tellah diakomodasi olelh 

pelnyellelnggara nelgara yang melrumuskan politik hukum atau blahkan 

mungkin selblaliknya. Kajian telrhadap blidang ini pelnting untuk dilakukan 

karelna sublstansial, hukum tidak pelrnah lelpas dari struktur rohania 

masyarakat yang blelrsangkutan, atau masyaraat yang melndukung hukum 

telrselblut. Itu artinya blila hukum itu diblangun atas landasan yang tidak selsuai 

delngan struktur rohaniah masyarakat, blisa dipastikan blahwa relsistelnsi 

masyarakat telrhadap hukum itu akan sangat kuat.19 

2. Obljelk Kajian Politik Hukum 

 Melngelnai yang melnjadi obljelk kajian politik hukum, para ahli 

dalam hal ini blelrblelda pelndapat. Mochtar Kusuma Atmadja melnjadikan 

hukum pelmblangunan selblagai obljelk dari kajian politik hukum, 

 
19 Iblid., h. 52. 
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selmelntara Padmo Wahyono melnyatakan b lahwa sistelm pelmelrintahan 

melrupakan sasaran pokok blahasan politik hukum20 dan Soelhardjo 

melnjadikan pe lrublahan hukum selblagai sasaran pokok blahsannya. 

Seldangkan, Purnadi Purblacaraka melnyelb lutkan politik hukum melnelliti 

stratelgi (politik selblagai eltik) dan taklik (politik selblagai telknik) kelgiatan 

pelmblelntukan hukum maupun pelnelmuan hukum, delngan syarat 

melncelrna hukum Indonelsia dan dogmatik hukum Indonelsia. 

 Mahfud MD melnyatakan implelmelntasi politik hukum melliputi : 

1. Pelmblangunan hukum yang blelrintikan pelmbluatan hukum dan 

pelmblaharuan telrhadap blahan-blahan hukum yang dianggap asing 

atau tidak se lsuai delngan kelblutuhan pelnciptaan hukum yang 

dipelrlukan. 

2. Pellaksanaan kelte lntuan hukum yang tellah ada, telrutama pelnelgasan 

fungsi lelmblaga dan pelmblinaan para anggota pelnelgak hukum 

 Politik hukum tidak telrlelpas dari relalitas sosial melnyangkut 

hukum, blaik yang telrdapat dalam skala nasioanal, teltapi juga 

intelrnasional (politik hukum intelrnasioanal). Ahmad Muladi 

blelrkelsimpulan b lahwa obljelk politik hukum adalah hukum, b laik yang 

blelrlaku di masa lalu, selkarang maupun yang selharusnya blelrlaku di masa 

delpan. Seldangkan yang dipakai untuk melndelkati atau melmpellajari 

obljelk politik hukum adalah praktis ilmiah, blukan teloritis ilmiah. 

 
20 Warkum Sumitro, Mujaid Kumkello, and Anas Kholish, Politik Hukum Islam Relposisi 

ELksistelnsi Hukum Islam Dari Masa Kelrajaan Hingga ELra Relformasi Di Indonelsia, (Malang : UBL 

Prelss, 2014), h. 9. 
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Delngan kata lain, adanya politik hukum melnunjukkan elksistelnsi hukum 

nelgara telrtelntu, blelgitu pula selblaliknya, elksistelnsi hukum melnunjukkan 

elksistelnsi politik hukum dari nelgara telrtelntu. Obljelk inilah yang 

melnunjukkan cakupan pelmblahasan telntang politik hukum itu selndiri, 

dimulai dari pelngelrtian dan makna politik hukum, sistelm hukum 

Indonelsia, pelmblangunan sistelm hukum nasional, pelrublahan hukum dan 

pelnelgakan hukum.21 

3. Sifat Politik Hukum 

 Mahfud MD melngatakan blahwa politik hukum ada yang b lelrsifat 

pelrmaneln atau jangka panjang ada yang blelrsifat priodik. Politik hukum 

yang blelrsifat pelrmaneln antara lain pelmblelrlakuan prinsip-prinsip 

pelngujian yudisial, elkonomi kelrakyatan, selrta kelselimblangan antara 

kelputusan hukum, keladilan dan ke lmanfaatan. Sellain itu  politik hukum 

pelrmaneln melncakup juga pelnggantian hukum pelninggalan kolonial 

delngan hukum nasional kelhakiman. Adapaun politik hukum yang 

blelrsifat pelriodik adalah politik hukum yang dibluat selsuai delngan 

pelrkelmblangan siayuasi yang dihadapi pada seltiap priodel te lrtelntu, blaik 

yang melmblelrlakukan maupun yang akan melncablut. Misalnya politik 

hukum untuk mellakukan kodifikasi dan unifikasi dalam blidang-blidang 

hukum telrtelntu pada pelriodel 1973-1978, politik hukum untuk 

melmb lelntuk pelradilan tata usaha nelgara pada pelriodel dicantumkan 

 
21 Iblid, h.10. 
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didalam Program Lelgislasi Nasional (Prolelgnas) pada pelriodel 2004-

2009. 22 

 Selnada delngan pelndapat Mahfud M. D., B Lagir Manan 

melngelmukakan blahwa politik hukum telrdiri dari politik hukum yang 

blelrsifat teltap (pelrmaneln) dan politik hukum yang blelrsifat telmporelr. 

“yang teltap blelrkaitan delngan sikap hukum yang akan sellalu 

melnjadi dasar kelblijaksanaan pelmblelntukan dan pelnelgakan 

hukum. BLagi Indonelsia politik hukum yang teltap antara lain. (1) 

Ada satu sistelm hukum Indonelsia, (2) Sistelm hukum nasioanal 

yang diblangun blelrdasarkan dan untuk melmpelrkokoh selndi-selndi 

Pancasila dan UUD 1945, (3) Tidak ada hukum yang melmblelrikan 

hak instimelwa pada warga nelgara telrtelntu blelrdasarkan suku, ras, 

atau agama. Kalaupun ada pelrbleldaan selmata-mata didasarkan 

pada kelpelntingan nasional dama rangka kelsatuan dan pelrsatuan 

b langsa, (4) Pelmblelntukan hukum melmpelrhatikan kelmajelmukan 

masyarakat; (5) hukum adat dan hukum yang tidak telrtulis lainnya 

dan dipelrtahankan dalam pelrgaulan masyarakat; (6) 

Pelmblelntukan hukum selpelnuhnya didasarkan atas partisipasi 

masyarakat;(7) Hukum diblelntuk dan ditelgakkan delmi 

kelseljahtelraan umum (keladilan sosial blagi selluruh rakyat) 

 
22Ni’matul Huda, Politik Hukum Dan Pelmblangunan Sistelm Hukum Nasional, (Jakarta : 

Sinar Grafika Offelst, 2023), Celt. Kel- 1, h. 3. 
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telrwujudnya masyarakt Indonelsia yang delmokratis dan mandiri 

selrta telrlaksananya nelgara b lelrdasarkan hukum dan blelrkonstitusi. 

Politik hukum telmporelr adalah kelblijaksanaan yang diteltapkan 

dari waktu kel waktu selsuai delngan kelblutuhan. Telrmasuk dalam 

aktelgoi ini hal-hal selpelrti pelnelnutan prioritas pelraturan 

pelrundang-undangan yang melnunjang pelmblangunan nasional 

dan selblagainya.”23 

2. Telori Pelrundang-Undangan 

 Istilah Pelrundang-undangan dan Pelraturan pelrundang-undnagan 

blelrasal dari kata Undang-Undang yang melrujuk kelpada jelnis atau blelntuk 

pelraturan yang dibluat olelh nelgara. Dalam litelratur B Lellanda dikelnal isitilah 

welt  yang melmpunyai dua macam arti yaitu  welt in formellel zin dan welt in 

matelriellel zin yaitu pelngelrtian undang-undang yang didasarkan kelpada isi 

atau sublstansinya.  

 Pelmakaian istilah Pelrundangan asal kaitannya adalah undang-

undang delngan diublah awalan pelr dan akhiran -an. Kata Undangan 

blelrnotasi lain dari kata undang-undang. Yang dimaksud dalam kontelks 

pelnggunaan istilah ini adalah yang blelrkaitan delngan Undang-Undang 

blukan kata Undang yang melmpunyai konotasi lain.24 

 Melnurut B Lagir Manan melnyatakan blahwa pelngelrtian Pelrundang-

undangan dalam arti matelril yang elsnsinya selblagai blelrikut : 

 
23 Iblid., h. 4. 

24 Michaell Frans BLelrry, Pelmb lelntukan Telori Pelraturan Pelrundang-Undangan, Jurnal 

Homelpagel, Volumel 2., No. 2., (2018), h. 88 
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a. Pelraturan pelrundang-undangan b lelrblelntuk ke lputusan teltrulis. 

b. Pelraturan pelrundang-undangan dible lntuk olelh peljablat atau lingkungan 

peljablat yang melmpunyai welwelnang untuk melmbluat pelraturan yang 

blelrlaku atau melngikat umum 

c. Pelraturan pelrundang-undangan blelrsifat melngikat umum, tidak 

dimaksudkan harus sellalu melngikat selmua orang. 

 Maria Farida Indrati Soelprapto, melnyatakan blahwa istilah 

pelrundang-undangan me lmpunyai dua pelngelrtian : 

a. Pelrundang-undangan melrupakan prosels pelmblelntukan/ prosels 

melmblelntuk pelraturan-pelraturan nelgara, blaik tingkat pusat maupun 

ditingkat daelrah. 

b. Pelrundang-undangan adalah selgala pelraturan nelgara, yang melrupakan 

hasil pelmblelntukan pelraturan-pelraturan, blaik pelrturan tingkat pusat 

maupun di tingkat daelrah.25 

 Dalam melmblelntuk pelraturan pelrundang-undangan, ada blelblelrapa 

telori yang pelrlu dipahami olelh pelrancang yakni telori jelnjang norma. Hans 

Nawiasky, salah satu murid Hans Kellseln, melnge lmblangkan telori gurunya 

telntang telori jelnjang norma dalam kaitannya delngan suatu nelgara. Hans 

Nawiasky dalam blukunya “Allgelmelinel Relchtslelhrel” melnyatakan blahwa 

selusai delngan telori Hans Kellseln, blahwa suatu norma hukum nelgara sellalu 

blelrlapis-lapis dan blelrje lnjang yakni norma yang diblawah blelrlaku, blelrdasar 

 
25 Mahelndra Kurniawan, dkk. Peldoman Naskah Akadelmik PELRDA Partisipatif, (Yogyakarta : 

Krelasi Total Meldia, 2007), Celt. Kel-1, h.15 
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dan blelrsumblelr pada norma yang le lblih tinggi dan blelgitu seltelrusnya sampai 

pada suatu norma yang telrtinggi yang diselblut norma dasar. Ole lh kare lna 

itu, Hans Nawiasky melnamblahkan melnjadi blahwa sellain norma b lelrlapis-

lapis dan blelrje lnjang, norma hukum juga blelrkellompok-kellompok. 

Nawiasky melngellompokkan melnjadi 4 kellompok blelsar, yakni : 

1. Staatsfundamelntalnorm (norma fundamelntal nelgara); 

2. Staatsgrundgelzelts (aturan dasar nelgara); 

3. Formelll Gelzeltz (undang-undang formal); 

4. Velrordnug dan Auotonomel Satzung (aturan pellaksana dan aturan 

otonom). 

 Dalam mellakukan pelmblelntukan telori pelrundang-undangan dari 

selgala spelknya harus di pelrhatikan dan tidka dapat dilakukan delngan asal, 

dilakukan olelh pihak yang blelrwelnang, pelnggunaan blahwa yang selsuai tat 

dan kaidah blahasa Indonelsia yang blaik dan blelnar tidak mellelncelng dari apa 

yang tellah dite lntukan. Pelmbluatan pelraturan pelrundang-undangan juga 

melnurut selsuai apa yang telrjadi delngan kelhidupan di masyarakat agar 

dapat melnjadi aturan yang digunakan masyarakat dan melnjadi peldoman 

blagi masyarakat. 

 Telori pelmblelntukan telori pelrundang-undangan melrupakan suatu 

hukum telrtulis dan tidak telrtulis, hukum telrtulis yang dibluat olelh peljablat 

nelgara yang blelrwelnang yang telrdapat blukti telrtulis selblagai blelntuk adanya 

suatu aturan telrselblut. Seldangkan hukum yang tidak telrtulis adalah suatu 
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pelraturan pelrundang-undngan yang harus melmelnuhi syarat-syarat 

pelmblelntukan dan b lelrdasarkan pada hukum yang lelblih tinggi.26 

a. Asas-asas Pelmblelntukan Pelrundang-Undangan  

 Dalam pelmblelntukan pelraturan pelrundang-undangan ada blelblelrapa 

asas umum: 

1. Asas Lelgalitas (Nullum dellictum nulla poelna sinel praelvia), asas 

yang melnyatakan blahwa tidak ada tindakan yang dapat dikelnai 

hukuman jika tindakan telrselblut tidak diatur selcara je llas dan 

selblellumnya dalam undang-undang yang blelrlaku. 

2. Asas tidak blelrlaku surut, asas ini melnyatakan blahwa suatu undang-

undang tidak blolelh blelrlaku surut. Yaitu undang-undang hanya 

dapat ditelrapkan pada pelristiwa yang telrjadi seltellah undang-

undang telrselblut blelrlaku. Dapat dilihat dala Pasal 13 Algelmelnel 

BLelpalingeln can Weltgelving  yang telrjelmahannya blelrblunyi 

“Undang-Undang hanya melngikat untuk masa melndatang dan 

tidak melmpunyai kelkuatan yang blelrlaku surut”. 

3. Asas Lelx Suporior delrelgotel lelx infelriori. Asas ini melnyatakan 

b lahwa pelraturan pelrundang-undangan yang lelblih relndah 

tingkatannya tidak blolelh blelrte lntangan delngan pelraturan 

pelrundang-undangan yang lelblih tinggi dalam melngatur hal yang 

sama. Adapaun konselkuelnsi hukum asas lelx supelriori delrogatel lelx 

infelriori adalah : 

 
26 Iblid., h. 90 
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a. Undang-undang yang dib luat olelh pelnguasa yang lelb lih tinggi 

melmpunyai keldudukan yang lelblih tinggi pula 

b. Undang-undang yang lelb lih relndah tidak blolelh blelrtelntangan 

delngan undang-undang yang lelblih tinggi. 

c. Pelraturan pelrundang-undangan hanya dapat dicablut, diublah 

atau ditamblah olelh delngan pelraturan pelrundang-undangan 

yang seldelrajat atau yang lelblih tinggi tingkatannya. 

4. Asas Lelx spe lsiaclis delrogatel lelx gelnelralis, asas ini apablila telrdapat 

dua macam keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan yang 

seltingkat atau keldudukannya sama dan blelrlaku dalam waktu yang 

b lelrsamaan se lrta saling b lelrte lntangan, maka hakim harus 

melnelrapkan atau melnggunakan yang khusus selblagai dasar huku, 

dan melngelsampingkan yang umum. 

5. Asas Lelx Postelriori delrogatel lelx priori, asas ini maksudnya adalah 

undang-undang atau pelraturan yang telrdahulu atau lama, melnjadi 

tidak blelrlaku apablila pelnguasa yang blelrwelnang melmblelrlakukan 

undang-undang atau pelraturan yang blaru dalam hal melngatur 

obljelk yang sama, dan keldudukan undang-undang atau pelraturan 

selblagainya.27 

  

 
27 Ni’matul Huda, Telori dan Pelngujian Pelraturan Pelrundang-Undangan, (Nusameldia : 

BLandung, 2011), h. 12 
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b. Landasan Pelmblelntukan Pelraturan Pelrundang-Undangan. 

1. Landasan filosofis 

 Suatu pelraturan pelrundang-undangan dikatakan melmpunyai 

landasan filosofis apablila rumusan-rumusan atau norma-normanya 

melndapatkan pelmblelnaran, apablila dikaji selcara filosofis. Jadi ia 

melmpunyai alasan yang dapat diblelnarkan apablila dipikirkan 

selcara melndalam, khususnya filsafat telrhadap pandangan hidup 

suatu blangsa yang blelrisi nilai-nilai moral dan eltika suatu blangsa. 

2. Landasan sosiologis 

 Suatu pelraturan pelrundang-undangan dikatakan melmpunyai 

sosiologis, apablila keltelntuan-keltelntuannya selsuai delngan 

kelyakinan umum dan kelsadaran hukum masyarakat. Hal ini 

pelnting agar pelraturan pelrundang-undangan yang dibluat ditaati 

olelh masyarakat, tidak melnjadi huruf-huruf mati blellaka dan 

ditelrima olelh masyarakat selcara wajar blahkan spontan. 

3. Landasan yuridis 

 Suatu pelraturan pelrundang-undangan dikatakan melmpunyai 

landasan yuridis, apablila ia melmpunyai dasar hukum atau lelgalitas 

telrutama pada pelraturan pelrundang-undangan itu lahir. 

4. Landasan Politis 

 Suatu pelraturan pelrundang-undangan dikatakan melmpunyai 

landasan politis apablila seljalan delngan garis kelblijakan politis yang 
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melnjadi dasar sellanjutnya blagi kelblijakan-ke lblijakan politis 

pelngarahan tata laksanan pelmelrintahan nelgara. 

5. Landasan elkonomis 

 Landasan ini sangat fakulatif, artinya ia blisa ada kalau matelri 

muatan yang diatur dalam suatu pelraturan pelrundang-undangan 

melngatur masalalah-masalah yang blelrkaitan delngan 

pelrelkonomian.28 

c. Hielrarki Pelraturan Pelrundang-Undangan 

 Hielrarki pe lraturan pelrundang-undangan tidak dapat dilelpaskan 

dari stufelnblau theloriel Hans Kellse ln. Melnurut Hans Kellse ln blahwa 

pelmb lelntukan suatu norma yang lelblih relndah ditelntukan olelh norma 

yang lelblih tinggi, norma yang lelb lih tinggi ditelntukan olelh norma yang 

lelblih tinggi lagi dan relgrelssus (rangkaian prosels pelmblelntukan hukum) 

diakhiri olelh suatu norma dasar telrtinggi (Grondwelt) yang melnjadi 

dasar telrtinggi validitas kelselluruhan tatanan hukum. 

 Sellanjutnya dikelmblangkan olelh Hans Nawiasky yang telrkelnal 

delngan nama Theloriel con Stufelnufblau delr Relchtsordnung. Nawiasky 

melnyatakan blahwa suatu norma hukum dari nelgara manapun sellalu 

blelrlapis-lapis dan blelrjelnjang-jelnjang. Norma yang di blawah blelrlaku, 

blelrsumblelr dan blelrdasar pada norma yang le lblih tinggi, norma yang 

lelblih tinggi blelrlaku, blelrsumblelr b lelrdasarkan pada norma yang29 lelblih 

 
28 Telguh Praselyo, dkk. Hukum dan Undang-Undang Pelrkelblunan, (BLandung : Nusameldia, 

2019), Celt.Kel-2, h. 36 
29 Iblid., h.43 
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tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang telrtinggi diselb lut norma 

dasar. 

 Lelblih lanjut blahwa sellain norma hukum dari suatu nelgara itu 

blelrlapis-lapis dan blelrjelnjang-jelnjang, norma hukum dari suatu norma 

itu juga blelrkellompok-kellompok dan pelngellompokkan norma hukum 

itu telrdiri atas 4 kellompok blelsar : 

1. Staatfundamelntalnorm/ Norma Fundamelntal Nelgara 

2. Staatgelrundgelseltz / Aturan Pokok Dasar Nelgara 

3. Formal Gelseltz / Undang-Undang Formal 

4. Velrordnung eln autonom satzung / Aturan Pellaksana dan Aturan 

Otonom 

 Delngan me lndasarkan pada hielrarki norma hukum telrselb lut maka 

Hielrarki Pelraturan Pelrundang-Undangan yang blelrlaku di Indonelsia 

blelrdasarkan Pasal 7 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. 

1. Undang-Undang Dasar 1945 

2. Kelteltapan MPR 

3. Undang-Undang/ Pelraturan Pelmelrintah Pelngganti Undang-Undang 

4. Pelraturan Pelmelrintah 

5. Pelraturan Prelsideln 

6. Pelraturan Daelrah Provinsi 

7. Pelraturan Daelrah Kablupateln 
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3. Nellayan Kelcil 

 Nellayan melrupakan profelsi atau pelkelrjaan nanusia dimana mata 

pelncahariannya mellakukan pelnangkapan ikan untuk melmelnuhi kelblutuhan 

selhari-hari. Nellayan digolongkan melnjadi blelblelrapa golongan, 

blelrdasarkan pelnggolongan sosial dalam masyarakat yang ditinjau dalam 

tiga sudut pandang yaitu : 

1. Dari selgi pelnguasaan alat-alat produksi dan alat tangkap (pelrahu, 

jaring, dan pelrlelngkapan lain, struktur masyarakat nellayan telrblagi 

dalam masyarakat pelmilik (alat-alat produksi) dan nellayan b luruh. 

2. Nellayan bluruh tidak melmiliki alat-alat produksi dan dalam kelgiatan 

produksi unit pelrahu, nellayan bluruh hanya melnggunakan jasa 

telnaganya delngan melmpelrolelh hak-hak yang sangat telrblatas. Dalam 

masyarakat pelrtanian nellayan b lutuh tani. Selcara kuantitatif nellayan 

bluruh lelblih blelsar diblanding nellayan pe lmilik.30 

 Ditinjau dari selgi skala invelstasi modal usahanya struktur 

masyarakat nellayan telrblagi keldalam nellayan blelsar dan nellayan kelcil. 

Diselblut nellayan blelsar jumlah modal yang diinvelstasikan dalam usaha 

pelrikanan rellatif lelblih blanyak, seldangkan nellayan kelcil selblaliknya. 

Dilihat dari tingkat telknologi pelralatan tangkap yang digunakan 

masyarakat yang digunakan masyarakat nellayan telrblagi dalam ne llayan 

modelrn dan tradisional. Nellayan-nellayan modelrn melnggunakan telknologi 

 
30 Muhammad Nurdin, Modell Pelrlindungan dan Pelmblelrdayaan Nellayan Kelcil, Celtakan 1 

(Langgam Pustaka, 2023). 
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yang lelb lih canggih diblandingkan nellayan tradisional. Jumlah nellayan 

modelrn jauh lelblih kelcil dibladning delngan nellayan tradisional. 

Tablell 2 1 Pelnggolongan Nellayan me lnurut blelblelrapa para ahli  

No. 
Pelndapat Kritelria Pelnggolongan Pelnggolongan 

Nellayan 

1. 
Kusnadi Pelnguasaan alat 

produksi dan alat 

tangkap 

Nellayan pelmilik 

Nellayan B Luruh 

Invelstasi modal usaha 
Nellayan blelsar 

Nellayan kelcil 

Tingkat telknologi 

pelralatan tangkap 

Nellayan mode lrn 

Nellayan kelcil 

2 
Pollnac Relspon untuk 

melngantisipasi 

tingginya relsiko dan 

keltidakpastian  

Nellayan kelcil 

Nelyalan blelsar 

3 
Widodo Daya jangkau armada 

pelrikanan dan lokasi 

pelnangkapan 

Nellayan pantai 

Nellayan lelpas 

pantai 
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Nellayan samudelra 

 Melnurut B Lrandt, nellayan adalah orang yang mata pelncahariannya 

mellakukan pelnangkapan ikan. Pelngelrtian mata pelncharaian adalah 

sumblelr nafkah utama dalam melmnuhi kelblutuhan hidup dan melnangkap 

ikan. Seldangkan yang dmkasud delngan ne llayan melnurut Undang-Undang 

Nomor 31 tahun 2004 telntang Pelrikanan, ne llayan adalah orang yang mata 

pelncahariannya mellakukan pelnangkapan ikan. 

 Nellayan telrblagi melnjadi blelb lelrpa kellompok yaitu, (a) Nellayan 

Kelcil; (b l) Nellayan Tradisional; (c) Nellayan B Luruh. 

a. Nellayan  Kelcil 

 Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telntang Pelrikanan 

nellayan kelcil melmpunyai delfinsii yang blelrblelda yaitu nellayan kelcil 

adalah orang yang mata pelncahariannya mellakukan pelnangkapan ikan 

untuk melmnuhi kelblutuhan pokok selhari-hari. Jadi pelmbluat undang-

undang melmbleldakan blelrdasarkan blelsar kelcil skala pelnagkapan teltapi 

dalam pelnelgakan hukum hanya melnge lnal istilah nellayan tidak 

melmbleldakan nellayan kelcil atau blelsar.31 

 Kelmudian disahkannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

telntang Pelrublahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

 
31 Marhaelni Ria Siomoblo, Hukum Pelrikanan Nasional dan Intelrnasional, (Jakrta : PT 

Grameldia Pustaka Utama, 2010), h.29   



30 

 

telntang Pelrikanan Pasal 1 angka 11 b lahwa yang dimaksud nellayan 

kelcil adalah orang yang mata pelncahariannya mellakukan pelnangkapan 

ikan untuk melmelnuhi kelblutuhan hidup selhari-hari, blaik yang tidak 

melnggunakan kapal pelrikanan maupun yang melnggunakan kapal 

pelrikanan yang blelrukuran 5 Gross Tonagel (GT). 

 Seldangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telntang 

Pelrlindungan dan Pelmblelrdayaan Nellayan Pelmbludi Daya Ikan dan 

Peltamblak Garam Pasal 1 ayat 4 yang dimaksud nellayan kelcil adalah 

orang yang mata pelncahariannya mellakukan pe lnangkapan ikan untuk 

melmelnuhi kelblutuhan hidup selhari-hari blaik yang tidak melnggunakan 

kapal pe lnangkap ikan maupun yang tidak melnggunakan kapal 

pelnangkap ikan b lelrukuran paling blelsar 10 (selpuluh) gross ton. 

b. Nellayan Tradisional 

 Nellayan tradisional adalah orang pe lrorangan yang pelkelrjaannya 

mellakukan pelnangkapan ikan delngan melnggunakan pelrahu dan alat 

tangkap yang seldelrhana (tradisional). Delngan keltelrblatasan pelrahu 

maupun alat tangkapnya, maka jangkauan wilayah pelnangkapannya 

pun melnjadi telrblatas bliasanya hanya blelrjarak 6 mil laut dari garis 

pantai. Nellayan tradisional ini juga bliasanya adalah nellayan yang 

turun-telmurun mellakukan pelnangkapan ikan untuk melncukupi 

kelblutuhan hidupnya.32 

 
32 Nur Sulistyo BLudi Amblriani, Pelrjanjian Selwa Melnyelwa Kapal Pelnangkap Ikan Nellayan 

Tradisional (Kajian Sosiologi Hukum), Jurnal Ilmiah Kutel, Volumel 22., No. 1., (2023), h. 66. 
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 Sellain itu, diselblut selblagai nellayan tradisional adalah nellayan 

yang melmanfaatkan sumblelr daya pelrikanan delngan pelralatan tangkap 

tradisional, modal usaha yang kelcil, dan organisasi pelrlelngkapan yang 

rellatif selde lrhana. Nellayan tradisional juga diartikan selblagai orang 

yang blelrgelrak di selktor kellautan delngan melnggurakan pelrahu layar 

tanpa mtor, seldangkan melrelka yang melnggunakan melsin atau pelrahu 

motor melrupakan nellayan modelrn. 

 Di dalam Pasal 1 ayat (8) UNCLOS 1982, nellayan tradisional 

didelfinisikan selblagai nellayan-ne llayan yang sumblelr utama kelhidupan 

selcara langsung mellakukan pelnangkapan ikan tradisional di daelrah 

pelrikanan yang diteltapkan di dalam pelrjanjian telrselblut. Sellain itu, 

Smith juga melngungkapakan karakte lrisitik pelrikanan kelcil, yaitu 

selblagai blelrikut  

1. Kelgiatan dilakukan delngan unit pelnangkapan skala kelcil, kadang-

kadang melnggunakan pelrahu blelrmelsin atau tidak sama selkali. 

2. Aktivitas pelnangkapan melrupakan paruh waktu, dan adakalnya 

pelndapatan kelluarga ditamblah dari pelndapatan diluar dari kelgiatan 

pelnangkapan. 

3. Kapal dan alat tangkap bliasanya diopelrasikan se lndiri. 

4. Alat tangkap dibluat selndiri dan diopelrasikan tanpa blantuan melsin. 

5. Invelstasi relndah delngan modal pinjaman dari pelnampung hasil 

tangkapan. 
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6. Hasil tangkapan pelr- unit usaha dan produktivitas pada lelvell 

seldang sampai sangat relndah. 

7. Hasil tangkapan tidak dijual kelpada pasar yang blelsar yang 

telrorganisir delngan blaik tapi dieldarkan di telmpat-telmpat 

pelndaratan atau dijual dilaut. 

8. Selblagian atau kelselluruhan hasil tangkapan di konsumsi seldniri 

b lelrsama kelluarganya. 

9. Komunitas nellayan tradisional selring kali telrisolasi blaik selcara 

gelografis maupun sosial delngan standar hidup kelluarga nellayan 

yang relndah sampai blatas minimal.33 

3. Nellayan B Luruh  

 Nellayan bluruh melrupakan struktur komunitas nellayan yang 

melmiliki tingkat sosial elkonomi yang paling miskin. Nellayan bluruh 

tidak melmiliki aselt pelrikanan dan hanya melngandalkan telnaga untuk 

melmpelrolelh pelndapatan dari pelmblagian hasil delngan nellayan pelmilik. 

Pada saat musim blarat ne llayan bluruh aktivitas lautnya sangat telrblatas, 

selhingga pelrlu stratelgi  adaptasi untuk melmelnuhi kelblutuhan pokok 

selhari-hari.34 

 Sellain itu, nellayan bluruh adalah nellayan yang blelkelrja melncari 

ikan delngan alat tangkap orang lain atau bliasa diselblut nellayan juragan 

 
33 Muhammad Darwis dan Helrtina, Paradigma BLaru Pelrlindungan Hukum Telrhadap Nellayan 

Tradisional di Pelrb latasan, Junrnal Hukum dan Pelrundangan Islam, Volumel 8., No. 2., (2018), h528 
34 Syarif Husni, Pelndapatan Rumah Tangga Ne llayan BLuruh Dan Stratelgi Adaptasi Yang 

Dilakukan Dalam Pe lmelnuhan Kelb lutuhan Pokok Pada Saat Musim BLarat (Studi Kasus Di Delsa 

Selkotong BLarat Kablupateln Lomb lok BLarat, Jurnal Agtimansion, Volumel 21., No. 1 (2020), h. 1 
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atau nellayan toke lh, melrelka blelke lrja delngan nellayan juragan yang 

melnyeldiakan kapal dan pelralatan untuk melncari ikan. Nellayan bluruh 

telrselb lut bliasanya blelkelrja delngan nellayan pelmilik alat tangkap atau 

nellayan juragan selblabl melrelka tidak melmpunyai alat tangkap selpelrti 

pelrahu dan pelralatan lainnya untuk mellakukan pelnnagkapan ikan. 

Pelndapatan atau upah yang melrelka telrima pada ne llayan itu telrgantung 

delngan kelselpakatan delngan nellayan juragan. 

 Adapaun jelnis pelkelrjaan b luruh nellayan lakukan keltika blelkelrja 

diantaranya selblagai blelrikut : 

a. B Luruh sortir  

  B Luruh sortir yaitu bluruh yang blelrfungsi melmilih ikan selsuai 

delngan jelnisnya, dikarelnkan jelnis-je lnis ikan yang diangkat 

b lelrblelda-blelda harganya, selsuai delngan kualitas dan jelnis suatu ikan 

telrselblut. 

b. B Luruh angkut 

  B Lutuh angkut ikan ini melrupakan bluruh yang blelkelrja 

diblagain pelngangkat ikan dari telmpat pellabluhan atau dari kapal 

nelyalan kelmudian diblawa kel dalam moblil pelngangkut ikan selsuai 

delngan pelmelsanan yang diminta. 

c. B Luruh pelnjelmuran 

  B Luruh pelnjelmuran melrupakan bluruh yang blelrtugas 

melnjelmur ikan dilapangan selrta melmblolak-b lalikan ikan keltika 
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dijelmur, yang bliasanya dilakukan seltiap 2 jam selkali. Prosels 

pelnjelmuran dilakukan hingga ikan blelnar-blelnar kelring. 

d. B Luruh pelngelpakan ikan 

  B Luruh pelngelpakan ikan melrupakan bluruh yang tugasnya 

hanya melmasukkan ikan kel dalam wadah selsuai jelnis-jelnisnya. 

Lalu diblungkus delngan rapih melnggunakan lakb lan selhingga tidak 

ada udara yang masuk yang dapat melmpelngaruhi kelselgaran ikan 

telrselblut.35 

4. Pelraturan Pelrundang-Undangan Telrkait Nellayan Kelcil 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 telntang Pelrikanan 

 Produk hukum ini adalah pelraturan pelrtama blelrblelntuk undang-

undang yang selcara spe lsifik melngatur telntang pelrikanan. Undang-

undang ini diblelntuk dalam rangka pellaksanaan pelmblangunan nasional 

delngan wawasan nusantara, pelngellolaan sumblelr daya ikan pelrlu 

dilakukan selblaik-blaiknya blelrdasarkan keladilan dan pelmelrataan dalam 

pelmanfaatannya delngan melngutamakan pelrluasan kelselmpatan ke lrja 

dan pelningkatan taraf hidup blagi nellayan dan pe ltani ikan kelcil selrta 

telrblinanya kellelstarian sumblelr daya ikan dan lingkungannya yang akan 

melningkatkan keltahanan nasional. 

 Dalam undang-undang ini ditelgaskan blawah yang dimaksud 

delngan pelrikanan adalah “selmua kelgiatan yang blelrhublungan delngan 

 
35 Imat Hikmatullah, “ Relsilielnsi BLuruh Nellayan Telrhadap Kelseljahtelraan Kelluarga Di Delsa 

Lontar Kelcamatan Tirtayasa Kab lupateln Selrang, ( Re lpository : Univelrsitas Islam Ne lgelri Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 35 
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pelngellolaan dan pelmanfaatan sumblelr daya ikan”. Dalam hal ini yang 

dimaksud delngan sumblelr daya ikan adalah “selmua jelnis ikan telrmasuk 

bliota pelrairan lainnya”. Sellanjutnya yang telrmasuk wilayah pelrikanan 

Relpuvlik Indone lsia melliputi selblagai blelrikut : 

1. Pelrairan Indonelsia 

2. Sungai, danau, waduk, rawa dan ge lnangan air lainnya didalam 

wilayah Relpubllik Indonelsia 

3. Zona ELkonomi ELksklusif Indonelsia.36 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telntang Pelrikanan dan 

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 telntang Pelrublahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telntang Pelrikanan 

 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 telntang Pelrikanan 

ditelrb litkan untuk melnggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1985 telntang Pelrikanan. Melnurut Undang-Undang ini, wilayah 

pelngellolaan pelrikanan Relpubllik Indonelsia untuk pelnangkapan ikan, 

melliputi pelrairan Indone lsia dan ZELELI. Pelrairan diluar blatas yuridiksi 

nasional disellelnggarakan blelrdasarkan pelraturan pelrundang-undangan, 

pelrsyaratan, dan/atau standar Inte lrnasional yang ditelrima selcara 

umum. 

 Undang-Undang Pelrikanan ini blelrlaku untuk : 

a. Seltiap orang, blaik warga nelgara Indonelsia maupun warga nelgara 

asing dan bladan hukum Indonelsia maupun bladan hukum asing, 

 
36 Nunang Mahmudah, Ilelgal Fishing, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), Celt. Kel-1, h.71 
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yang mellakukan kelgiatan pelrikanan di wilayah pelngellolaan 

pelrikanan Re lpubllik Indonelsia. 

b. Seltiap kapal pelrikanan blelrblelndelra Indonelsia dan Kapal 

pelrikanan blelrblelndelra asing, yang mellakukan kelgiatan pelrikanan 

di wilayah pelngellolaan pelrikanan (WPP) Relpubllik Indonelsia. 

c. Seltiap kapal pelrikanan blelrblelndelra Indone lsia yang mellakukan 

pelnangkapan ikan diluar wilayah pelngellolaan pelrikanan 

Relpubllik Indonelsia; dan 

d. Seltiap kapal pelrikanan blelrblelndelra Indone lsia yang mellakukan 

pelnangkapan ikan, blaik selndiri-seldniri maupun blelrsama-sama 

dalam blelntuk kelrja sama delngan pihak asing.37 

  Sellanjutnya, Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 telntang 

Pelrublahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 telntang 

Pelrikanan UU PAUUP melwajib lkan seltiap orang yang melmilki dana 

atau melngopelrasikan kapal pelrikanan b lelrblelndelra Indonelsia yang 

digunakan untuk mellakukan pelnangkapan ikan di wilayah 

pelngellolaan pelrikanan Relpub llik indonelsia dan/atau laut lelpas 

melmiliki Surat Izin Pelnangkapan Ikan (SIPI). Pelrseltujuan dari 

Pelmelrintah harus didapatkan telrlelblih dahulu blagi kapal pe lrikanan 

blelrb lelndelra Indonelsia yang mellakukan pelnangkapan ikan di wilayah 

yuridiksi nelgara lain. Kelwajiblan melmiliki SIPI juga dikelnalkan blagi 

 
37 Dikdik Mohammad Sodik, Hukum Laut Intelrnasional, (BLandung L PT Relfika Aditama, 

2011), Celt. Kel-1, h. 167 
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seltiap orang yang melmiliki atau melngopelrasikan kapal pelrikanan 

blelrb lelndelra asing yang diunakan untuk mellakukan pelnangkapan ikan 

di ZELEL Indonelsia. 

  Melskipun dikatakan warga nelgara dan bladan hukum aisng 

dapat mellakukan usaha pelrikanan di wilayah pelngellolaan pelrikanan 

Relpubllik Indone lsia, namun pada prinsipnya usaha pelrikanan sumblelr 

daya ikan di wilayah pelngellolaan pelrikanan telrselblut hanya blolelh 

dilakukan olelh warga nelgara Relpubllik Indone lsia atau bladan hukum 

Indonelsia. Orang atau bladan hukum asing hany diblelrikan hak 

mellakukan usaha pelngellolaan dan pelmanfaatan sumblelr daya ikan di 

ZELEL Indonelsia, selpanjang hal telrselblut melnyangkut kelwajiblan Nelgara 

Relpubllik Indonelsia blelrdasarkan pelrseltujuan intelrnasional atau 

keltelntuan hukum intelrnasional yang blelrlaku.38 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 telntang Pelrlindungan dan 

Pelmb lelrdayaan Nellayan Pelmbludi Daya Ikan dan Peltamblak Garam 

 Pelrlindungan yang dible lrikan kelpada ne llayan, pelmbludi daya ikan 

dan peltamblak garam, dilakukan mellalui pellaksanaan starte lgi 

pelrlindungan yaitu pelnyeldiaan prasarana dan sarana usaha pelrikanan 

dan pelrgaraman yaitu blelrupa jaminan kelpastian usaha; jaminan risiko 

pelnangkapan ikan dan pelrgaraman; pelnghapusan praktik elkonomi 

bliaya tinggi. Pelngandalian impor komoditas pelrikanan dan komoditas 

 
38 Iblid., h. 168 
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pelrgaramanl jaminan kelamanan dan kelse llamatanl fasilitasi dan 

blantuan hukum.39 

 Pelmelrintah melyiapkan stratelgi pelrlindungan telrhadap ne llayan 

yang melliputi pelnyeldiaan sarana prasarana dan kelmudahan 

melmpelrolelh sarana usaha pelrikanan, jaminan kelpastian usaha, 

jaminan relsiko pelnangkapan ikan, pelnghapusan praktik elkonomi bliaya 

tinggi, pelngelndalian impor komditas pelrikanan, jaminan kelamanan 

dan kelsellamatan selrta fasilitasi dan blantuan hukum. Sellain itu 

pelmelrintah juga melnyiapkan stratelgi pelmblelrdayaan nellayan mellalui 

pelndidikan dan pellatihan, pelnyuluhan dan pelndampingan, kelmitraan 

usaha, kelmudahan aksels ilmu pelngeltahuan, te lknologi dan informasi 

selrta pelnguatan kellelmblagaan.40 

 Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 diblelntuk atas dasar selblagai 

pelmelnuhan amanat yang ada dalam Pancasila dan juga Pelmblukaan 

konstitusi Relpubllik Indonelsia (UUD 1045, yaitu delngan 

mellaksanakan kelwajiblan nelgara untuk melme lnuhi keladilan sosial blagi 

selluruh rakyat. Undang-undang ini juga melnyatakan blahwa 

pelningkatan ke lseljahtelraan blagi nellayan melrupakan salah satu tujuan 

pelmb langunan dalam blidang pelrikanan dan kellautankare lna sellain 

selblagai blagian dari rakyat Indonelsia, nellayan juga melrupakan salah 

 
39 Ida L S, Amie lk S eltc, all. “Analisis Yuridis Pe llaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2016 telntang Pelrlindungan dan Pelmblelrdayaan Nellayan Pelmb ludi Daya Ikan dan Peltamblak Garam 

di Kab lupateln Jelpara, Jurnal Diponelgoro Law, Volumel 6., No.2., (2017), h.5 
40 Y Arafat, Iblid., h.57 
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satu pihak yang blelrkontriblusi selcara nyata dalam melndorong 

pelmb langunana elkonomi masyarakat pelsisir dan juga peldelsaan. 

 Undang-undang ini pula b lelrisi telntang pe lrmasalahan apa saja 

yang dihadapi olelh ne llayan, selhingga undang-undang ini melnyatakan 

blahwa pelrlunya pelrlindungan dan pelmblelrdayaan, tak telrkelcuali blagi 

nellayan dan kelluarganya untuk blisa melmanfaatkan pelngolahan dan 

pelmasaran selcara lelblih elfisieln. Undang-undang ini juga diblelntuk atas 

adanya urgelnsi dalam melmelnuhi pelrlindungan dan pelmb lelrdayaan 

nellayan, pelmbludi daya ikan, dan peltamblak garam karelna selb lellumnya 

blellum ada undang-undang yang selcara spelsifik melmblahas telntang 

pelrlindungan dan pelmblelrdayaan nellayan, pelmbludi daya ikan dan 

peltamblak garam di blidang Kellautan dan Pe lrikanan. 

 Adapun jelnis-jelnis nellayan di Indone lsia ble lrdasarkan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2016 telntang Pelrlindungan dan 

Pelmb lelrdayaan Nellayan Pelmbludi Daya Ikan dan Peltamblak Garam: 

a. Nellayan Kelcil, melrupakan nellayan yang blelkelrja selblagai 

pelnangkap ikan dan blelrgantung pada kelgiatan telrselblut karelna 

melrupakan mata pelncarian utama untuk melmelnuhi kelblutuhan 

selhari-harimya. Nellayan kelcil bliasanya tidak melnggunakan kapal 

pelnangkap ikan atau dapat melnggunakan kapal pelnangkapan ikan 

dimana ukuran kapal paling b lelsar 10 GT 

b. Nellayan Tradisional, melrupakan nellayan yang bliasanya me lncari 

ikan di daelrah pelrairan telrtelntu yang melrupakan kelpelmilikan 
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pelrikanan tradisional dan tellah dimanfaatkan ole lh blelrblagai lapisan 

gelnelrasi selsuai bludaya dan kelarifan lokal daelrah seltelmpat. 

B Liasanya, alat-alat untuk melnangkap ikan yang digunakan olelh 

nellayan tradisional blellum melmiliki telknologi modelrn dan masih 

telrgolong seldelrhana. 

c. Nellayan bluruh atau bliasa diselblut selblagai anak bluah kapal (AB LK), 

melrupakan ne llayan yang melnawarkan jasanya untuk ikut selrta 

dalam pelnangkapan ikan. B Liasanya nellayan bluruh tidak melmiliki 

kapal selndiri selhingga melnawarkan jasanya untuk nellayan yang 

melmiliki modal atau kapal pelnangkap ikan. 

d. Nellayan pelmilik, melrupakan ne llayan yang melmiliki modal atau 

kapal yang selcara aktif untuk kelgiatan melnangkap ikan.41   

B. Pelnellitian Telrdahulu 

 B Lelrdasarkan pelne llitian ini, pelnulis melnguraikan pelnellitian yang 

selblellumnya selblagai kolelrasi untuk melnunjukkan kelaslian pe lnellitian, dan 

selblagai re lfrelnsi dasar dalam mellakukan pelne llitian ini, antara lain selblagai 

blelrikut : 

1. Pelnellitian yang dilakukan olelh Nur Ainun Wulandari delngan judul 

pelnellitian “Pelrlindungan Hukum Nellayan Kelcil Telrhadap Pelnamblangan 

Pasir Laut di Pelrairan Spelrmondael Sulawelsi Sellatan”. Tujuan dari 

pelnellitian ini adalah untuk melngeltahui pellaksanaan pelnamblangan pasir laut 

 
41 Relzky Arianti Salim dan Nurjannah Abldullah, “Pelnelrapan Undang-Undang Pe lrlindungan 

Nellayan Telrhadap Masyarakat Nellayan di Provinsi Jawa Telngah”, Jurnal of Social Humanitiels and 

ELducation, Volumel 2., No.4., (2023), h.241-243 
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yang mellindungi hak untuk melnangkap ikan, selrta upaya pelmelrintah 

provinsi dalam melmblelrikan pelrlindungan hukum blagi nellayan kelcil.42 

Dalam hal ini pelne llitian yang dilakukan olelh Nur Ainun Wulandari ini 

melmiliki pelrsamaan dan pelrbleldaan. Pelrsamaannya telrleltak pada tinjauan 

dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 

yang melngatur telntang pelnguasaan nelgara atas sumblelr daya alam untuk 

kelmakmuran rakyat. Pelrbleldannya telrleltak pada titik fokus dalam pelnellitian 

telrselblut pada pellaksanaan pelnamblangan pasir laut blagi nellayan kelcil, 

seldangkan pelne llitian ini fokus pada politik hukum melngelnai pelrumusan 

delfinisi nellayan kelcil. 

2. Pelnellitian yang dilakukan olelh Ainun Fadilah delngan judul pelnellitian 

“Pelrlindungan Hukum B Lagi Nellayan Tradisional Selblagai Pelselrta Asuransi 

Pelrikanan Yang Melngalami Kelcellakaan Kelrja (Studi Pada PT Asuransi 

Ramayana Meldan)”. Pelnellitian ini blelrtujuan untuk melnganalisis pelraturan 

telntang pelrlindungan yang melnjadi pelselrta asuransi pelrikanan, selrta 

melmahami blagaimana hukum mellindungi melrelka dari relsiko kelcellakaan 

kelrja.43 

Dalam hal ini pelnellitian yang dilakukan olelh Ainun Fadilah ini melmiliki 

pelrsamaan dan pelrbleldaan. Pelrsamaannya telrlatak pada obljelk 

pelmblahasannya yaitu Asuransi telrhadap nellayan tradisional, dalam 

 
42 Nur Ainun Wulandari, “Pelrlindungan Hukum Nellayan Kelcil Telrhadap Pelnamblangan Pasir 

Laut di Pelrairan Spelrmondael Sulawelsi Sellatan”, (Relpository : Univelrsitas Hasanudin, 2022), h.8 
43 Ainun Fadhilah, “Pelrlindungan Hukum BLagi Nellayan Tradisional Selb lagai Pelselrta Asuransi 

Pelrikanan Yang Melngalami Kelcellakaan Kelrja (Studi Pada PT Asuransi Ramayana Meldan)”, 

(Relpository : Univelrsitas Meldan Arela). 
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pelnellitian ini blelrkaitan yaitu asuransi juga melrupakan blantuan untuk 

nellayan kelcil. Seldangkan pelrbleldaannya telrleltak pada titik fokus dalam 

pelnellitian ini adalah dampak dari ke lcellakaan nellayan tradisonal dan 

hamblatan yang dihadapi untuk melndapatkan pelrlindungan asuransi untuk 

nellayan tradisional. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jelnis Pelnellitian 

 Adapaun jelnis pelnellitian ini melnggunakan jelnis pelnellitian 

Normatif. Jelnis pelnellitian ini juga selring diselblut delngan pelnellitian hukum 

doctrinal atau pe lnellitian kelpustakaan atau studi dokumeln. Karelna jelnis 

pelnellitian ini bliasanya dilakukan atau ditujuan hanya pada pelraturan-

pelraturan yang telrtulis atau blahan-blahan hukum. Diselblut selblagai pelnellitian 

kelpustakaan ataupun studi dokumeln, diselblablkan pelnellitian ini lelblih blanyak 

dilakukan telrhadap data yang blelrsifat selkundelr yang ada di pelrpustakaan.44  

 Saelfullah Wiradipradja melnguraikan blahwa, pelnellitian hukum 

normatif melrupakan pelnellitian hukum yang melngkaji norma hukum positif 

selblagai ob lyelk kajiannya. Dalam pelnellitian hukum normatif, hukum tidak 

lagi dipandang selblagai sbluah hal yang blelrsifat utopia selmata teltapi lelblih 

telrlelmblaga dan tellah ditulis dalam blelntuk norma, asas dan lelmblaga hukum 

yang ada. Pelnellitian hukum normatif diselblut juga selblagai pelne llitian hukum 

dogmatic yang melngkaji, melmlihara dan melngelmblangkan b langunan 

hukum positif delngan blangunan logika.45 

B. Pelndelkatan Pelnellitian 

  Meltodel pelndelkatan yang digunakan dalam pelnellitian ini yaitu : 

 
44 Muhaimin, Meltodel Pelnellitian Hukum,  (Mataram: Univelrsity Prelss, 2020),Celt.Kel-1,  h. 

45. 
45 Iblid., h. 46 
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1. Pelndelkatan Pelrundang-Undangan  

  Pelndelkatan pelrundang-undangan adalah pelndelkatan yang 

dilakukan delngan melnellaah selmua pelraturan pelrundang-undangan dan 

relgulasi yang blelrsangkutan delngan isu hukum yang ditangani. 46 

Selhingga dalam pelndelkatan ini dalam mellakukan pelnellitian pelnulis 

melngutamakan blahan hukum yang blelrupa pelraturan pelrundang-

undangan selblagai blahan acuan dalam pelnellitian ini. Pelndelkatan 

pelrundang-undangan, digunakan untuk mellihat blagaimana poltik 

hukum telrhadap nellayan kelcil blelrdasarkan pelraturan pelrundang-

undangan. 

2. Pelndelkatan konse lptual  

  Pelndelkatan konselptual melrupakan pelndelkatan yang delngan 

pelnelliti melngkaji dari konselp-konselp pelmikiran atau pandangan-

pandangan para ahli yang blelrkelmb lang di blidang ilmu hukum. 47 

3. Pelndelkatan Historis 

 Pelndelkatan  historis dilakukan delngan melnellaah latar blellakang 

apa yang dipellajari dan pelrkelmblangan pe lngaturan melngelnai isu hukum 

yang dihadapi.48 

4. Pelndelkatan Kompelratif 

 Pelndelkatan yang dilakukan delngan melmblandingkan dua hal atau 

lelblih selhingga ditelmukan gamblaran yang lelblih rinsi dari blelrblagai 

 
46 Pelttelr Mahmud Marzuki, Pelnellitian Hukum (Jakarta : Kelncana Prelnada Meldia Group, 

2011), h.93. 
47 Iblid., h. 93. 
48 Muhaimin, Op.Cit., h.57. 



45 

 

sumblelr. Selhingga dapat ditelmukan pelrbleldaan selrta pelrsamaan dari hal 

yang diblandingkan. 

C. Subljelk dan Obljelk Pelne llitian 

1. Subljelk Pelnellitian 

 Dalam pelnellitian ini, yang melnjadi subljelk dalam pelnellitian ini ialah 

Pasal 27 Undang-Undang Cipta Kelrja B Lidang Kellautan dan Pelrikanan. 

2. Obljelk Pelnellitian 

 Dalam pelnellitian ini, yang melnjadi obljelk pelnellitian adalah politik 

hukum pelrumusan delfinisi nellayan kelcil dalam Undang-Undang Cipta 

Kelrja. 

D. Data dan Sumblelr Data 

 Dalam pelnellitian ini melmiliki 3 jelnis sumblelr blahan hukum, antara 

lain: 

1. B Lahan Hukum Primelr 

 Yaitu blahan-blahan hukum yang melmpunyai kelkuatan melngikat 

selcara yuridis yang telrdiri dari: Pelrtama, Norma dasar (Pancasila), 

Keldua Pelraturan Dasar :B Latang Tubluh UUD, TAP MPR, Keltiga, 

Pelraturan Pelrundang-Undangan. Kelelmpat, Hukum yang tidak 

dikodifikasikan : hokum adat, hokum Islam. Kellima, Yurisprudelnsi. 

Kelelnam, Traktat. 

 Dalam hal ini pelnelliti melnggunakan Pelraturan Pelrundang-

Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Telntang Cipta 

Kelrja B Lidang Pelrikanan dan Kellautan. 
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2. B Lahan Hukum Selkundelr 

 Yaitu blahan-b lahan yang elrat kaitannya delngan blahan hukum primelr 

dan dapat melmblantu melnganalisi dan melmahami blahan hukum 

primelrdapat ble lrupa; Rancangan pelraturan pelrundang-undangan, 

pelrundang-undangan yang tidak blelrlaku, hasil karya ilmiah para 

sarjana. Hasil-hasil pelnellitian, jurnal dan lain selblagainya. 

3. B Lahan Hukum Telrsielr 

 B Lelrupa komplelmelntelr untuk blahan hukum selkundelr dan telrsielr 

contohnya adalah Kamus Hukum, Indelks dan B Liblliografi. 49 

E. Telknik Pelngumpulan Data 

 Pada pelnellitian ini, pelnelliti melnggunakan Telknik Pelngumpulan 

data melnggunakan studi pustaka (litelraturel). Telknik Kelpustakaan 

melrupakan telkni pelngumpulan data yang akan dipelrolelh dari bluku, jurnal, 

artikell dan pelraturan pelrundang-undangan yang blelrkaitan delngan 

pelmblahasan yang akan diblahas olelh pelnelliti. 

F. Analisis Data 

 Pada pelnellitian ini, analisis data yang diguanakn olelh pelnelliti untuk 

melnganalisis pelrole lhan daya yang didapatkatkan yaitu mnelggunakan 

analisis delskriptif. Pelnellitian delskripstif adalah pelnellitian yang blelrtujuan 

untuk mellakukan (melnggamblarkan) selsuatu pelrmasalahan di daelrah 

telrtelntu atau pada saat telrtelntu, artinya pelnelliti blelrusaha melngungkapkan 

 
49 Sutelki and Galang Taufani, Meltodologi Pelnellitian Hukum, (Delpok : Rajawali Prelss 

2020), Celt. Kel-1, h.216. 
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fakta sellelngkap-lelngkapnya dan apa adanya. Tujuan dari pelnellitian 

delskriptif ini adalah untukmelmbluat delskripsi, gamblaran atau lukisan selcara 

sistelmatis, factual dan akurat melngelnai fakta-fakta, sifat-sifat selrta 

hublungan antarfelnomelna yang disellidiki 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kelsimpulan 

  B Lelrdasarkan pelmblahasan yang tellah dipaparkan pelnelliti, maka dapat 

disimpulkan selblagai blelrikut : 

1. Politik hukum telrhadap nellayan kelcil dalam Undang-Undang Cipta Kelrja 

melnunjukkan kelcelndelrungan yang lelblih pro-invelstasi delngan melngublah 

delfinisi nellayan kelcil melnjadi lelblih flelksiblell. Selcara formil, 

pelmblelntukannya dilakukan selcara telrgelsa-gelsa, minim partisipasi publlik, 

dan tidak selpelnuhnya transparan, selhingga blelrtelntangan de lngan prinsip 

nelgara hukum yang delmokratis. Selcara matelril, melskipun blelrtujuan untuk 

melndorong invelstasi dan pelnciptaan lapangan kelrja, pelrub lahan ini 

blelrpotelnsi melngablurkan blatas pelrlindungan blagi nellayan kelcil karelna tidak 

lagi melmblelrikan blatasan telknis yang jellas. Hal ini melnimblulkan 

keltidakselimblangan antara tujuan elkonomi dan pelrlindungan kellompok 

relntan. Selblaliknya, politik hukum telrhadap nellayan kelcil dalam Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 justru melnunjukkan kelblelrpihakan yang 

lelblih telgas. Hal ini te lrcelrmin dari adanya blatasan telknis yang jellas, yakni 

kelpelmilikan kapal paling blelsar 5 GT, yang melnjadi dasar afirmatif untuk 

melmbleldakan nellayan kelcil dari pellaku usaha blelsar selrta melmblelrikan 

pelrlindungan dan pelmblelrdayaan yang telpat sasaran. 
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2. Faktor pelmbluat delfinisi nellayan kelcil dalam Undang-Undang Cipta Kelrja 

didasarkan pada kelblutuhan harmonisasi relgulasi antara UU No. 45 Tahun 

2009 telntang Pelrikanan yang melneltapkan blatas maksimal 5 GT, dan UU 

No. 17 Tahun 2008 telntang Pellayaran yang melneltapkan kapal di blawah 7 

GT tidak wajibl didaftarkan selblagai kapal niaga. Harmonisasi ini blelrtujuan 

melnyeldelrhanakan pelrizinan dan melnciptakan kelpastian hukum blagi 

nellayan kelcil. Namun, pelnghapusan blatasan ukuran kapal dalam delfinisi 

telrselblut justru melmbluka ruang intelrpre ltasi yang luas, melngab lurkan 

kellompok sasaran pelrlindungan nelgara, dan melnunjukkan pelrgelselran 

politik hukum dari pelrlindungan masyarakat relntan kel arah delrelgulasi dan 

kelmudahan invelstasi. Akiblatnya, pellaku usaha blelsar dapat melngaksels hak 

yang selharusnya untuk nellayan kelcil, yang blelrimplikasi pada melningkatnya 

risiko ovelrfishing, konflik antar ne llayan, selrta telrpinggirkannya nellayan 

tradisional dari selktor pelrikanan nasional. 

B. Saran 

1. Helndaknya pelmelrintah melmblelrikan ruang partisipasi yang luas blagi 

nellayan dan masyarakat pelsisir dalam prosels pelrumusan delfinisi 

nellayan kelcil, diselblablkan aspirasi melre lka pelrlu didelngan dan dijadikan 

selblagai dasar pelrtimblangan agar kelblijakan yang dibluat selsuai de lngan 

kelblutuhan dan kondisi yang nyata di lapangan, selrta tidak melrugikan 

kellompok yang relntan. 

2. Helndaknya pelmelrintah melndahulukan pelrelncanaan telrpadu yang 

melilblatkan aspelk social, lingkungan, dan elkonomi selblellum melndorong 
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masuknya invelstasi di selktor pelrikanan. Tanpa mpelrelncanaan yang 

matang, invelstasi justru blelrpotelnsi melrugikan nellayan kelcil dan 

melrusak e lkosistelm pelsisir yang melnjadi sumblelr pelnghidupan 

masyarakat lokal. 
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